
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

BUPATI BATANG, 
a. bahwa clengan aclanya perkembangan yang ticlak sesuai clengan 

asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penclapatan clan Belanja 
Daerah, keaclaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antara kegiatan clan antar jenis belanja, keaclaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
cligunakan untuk pembiayaan clalam tahun anggaran 2018, 
maka perlu clilakukan Perubahan Anggaran Penclapatan clan 
Belanja Daerah Ka bu paten Ba tang Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud clalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Batang 
Tahun Anggaran 2018; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR @ TAHUN 2018 

TENTANG 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3381); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57); 
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Rp l.698.188.803.725,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

43.189.508.023,00 Rp 
Rp l.654.999.295.702,00 a. Semula 

b. Bertambah 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 
semula berjumlah Rpl.715.549.533.749,00 bertambah sejumlah 
Rp80.242.100.588,00 sehingga menjadi Rpl.795.791.634.337,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG 
TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

Dan 
BUPATI BATANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Ka bu paten Batang Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9); 
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Rp 71.233.524.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis Pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp 71.713.000.000,00 
2) Berkurang Rp (479.476.000,00) 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp l.093.597.945.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp 346.099.111.000,00 

2) Bertambah Rp 23.429.238.000,00 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
setelah Perubahan Rp 369.528.349.000,00 

Rp l.075.996.438.000,00 
Rp 17.601.507.000,00 2) Bertambah 

Rp 235.062.509.725,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Perubahan 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula 

2.158.763.023,00 Rp 2) Bertambah 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula Rp 232.903.746.702,00 

10.517.344.920,00 Rp Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 
117.344.920,00 Rp 2) Bertambah 

10.400.000.000,00 Rp 

97.602.830.612,00 Rp Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
b. Pengeluaran 

1) Semula 

60.550.238.047,00 
37.052.592.565,00 

Rp 
Rp 

1) Semula 
2) Bertambah 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

Rp l.785.274.289.417,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Rp l.705.149.533.749,00 
Rp 80.124. 755.668,00 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah 
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Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan Rp 34.250.000.000,00 

0,00 Rp 2) Bertambah 

d. Dana Insentif Daerah (DID) 
1) Semula Rp 34.250.000.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 241.996.944.000,00 

Rp 230.566.284.000,00 
Rp 11.430.660.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 781.383.387.000,00 

Rp 781.383.387.000,00 

Rp 0,00 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula 

2) Bertambah 

Rp 35.967.614.000,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak setelah Perubahan 

6.170.847.000,00 2) Bertambah 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
Jenis Pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Semula Rp 29.796.767.000,00 

Rp 135.791.708.645,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah setelah Perubahan 

375.458.848,00 Rp 2) Bertambah 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp 135.416.249.797,00 

9.541.372.337,00 Rp 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
1) Semula Rp 11.641.622.605,00 
2) Berkurang Rp (2.100.290.268,00) 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan setelah Perubahan 

Rp 18.495.904.743,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 

14.132.834.300,00 
4.363.070.443,00 

Rp 

Rp 

b. Retribusi Daerah 
1) Semula 
2) Bertambah 
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Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 727 .042.665.417 ,00 

Rp 651.753.150.131,00 
Rp 75.289.515.286,00 

b. Belanja Langsung 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp l .058.231.624.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
Perubahan 

4.835.240.382,00 Rp 2) Bertambah 
Rp l.053.396.383.618,00 

Pasal3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Semula 

Rp 69.433.400.000,00 
Jumlah Pendapatan Dana BOS 
setelah Peru bahan 

69.527.400.000,00 
(94.000.000,00) 

Rp 
Rp 

d. Pendapatan Dana BOS 

1) Semula 
2) Berkurang 

Rp 168.403.538.000,00 
Jumlah Pendapatan Dana Desa 
setelah Perubahan 

Rp 167.511.013.000,00 
Rp 892.525.000,00 

c. Pendapatan Dana Desa 
1) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 35. 786.840.000,00 

19.284.040.000,00 

16.502.800.000,00 

Rp 

Rp 

1) Semula 

2) Bertambah 

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
1) Semula Rp 89.776.658.000,00 
2) Bertambah Rp 6.127.913.000,00 
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 95.904.571.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan : 
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Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

93.567.496.192,00 

10.536.072.582,00 
Rp 104.103.568.774,00 

Rp 2) Bertambah 

Rp 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis 
Belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00 

2.000.000.000,00 
0,00 

Rp 285.186.768.535,00 

Rp 
Rp 

f.Belanja Tidak Terduga 

1) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
Perubahan 

Rp 284.548.796.535,00 

Rp 637.972.000,00 

1) Semula 
2) Bertambah 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa 

7.094.540. 716,00 Rp Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan 

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
1) Semula Rp 7.094.540.716,00 

2) Bertambah Rp 0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 36.991.207.000,00 

42.970.800.000,00 
(5.979.593.000,00) 

Rp 59.975.120.943,00 

Rp 
Rp 

c. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan 

58. 782.504.000,00 

1.192.616.943,00 

Rp 

Rp 

b. Belanja Hibah 
1) Semula 

2) Bertambah 

2) Bertambah Rp 8.984.244.439,00 
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 666.983.986.806,00 

Rp 657.999.742.367,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah 
1) Semula 
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Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah setelah Perubahan Rp 10.400.000.000,00 

0,00 Rp 2) Bertambah 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Pembiayaan: 
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

1) Semula Rp 10.400.000.000,00 

Rp 97.602.830.612,00 
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya 
setelah Perubahan 

37 .052.592.565,00 Rp 2) Bertambah 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
Pembiayaan : 
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

1) Semula Rp 60.550.238.047,00 

Rp 10.517.344.920,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

10.400.000.000,00 
117.344.920,00 

Rp 
Rp 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah 

2) Bertambah Rp 37.052.592.565,00 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 97.602.830.612,00 

60.550.238.04 7 ,00 Rp 1) Semula 

Pasal4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan 

2) Bertambah Rp 57.145.444.976,00 
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 186.975.255.476,00 

Rp 129.829.810.500,00 

c. Belanja Modal 
1) Semula 

Rp 435.963.841.167,00 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 
Perubahan 

Rp 428.355.843.439,00 
Rp 7.607.997.728,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula 
2) Bertambah 
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Pasal 6 
(1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 
(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak 
dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang dise babkan oleh keadaan darurat. 
(3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan Daerah; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum 
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali di Tahun ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini terdiri dari : 

117.344.920,00 Rp 

b. Pembayaran utang Kepada Pihak Ketiga 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah Rp 117.344.920,00 
Jumlah pembayaran pokok utang 
setelah Peru bahan 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR g 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINS! JAWA TENGAH 
(7 /2018) 

SEKRETARIS D~~ATEN BATANG, 

NASIKHIN , 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal ~o 61£.tober 2018 

WIHAJI 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal ; o Ok.-tober 2018 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal 8 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi 
pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. 


